SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGASAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SETELAH DITETAPKANNYA
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan

Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pada
prinsipnya menyatakan Urusan Pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga
Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud tidak lagi
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas);

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud, nomenklatur kelembagaan Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
(Bakesbangpol dan Linmas) diubah menjadi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai  pelaksanaan urusan pemerintahan umum

diundangkan,;
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Mengingat

bahwa sejalan dengan melaksanakan rumusan kebijakan
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf
b, Tugas Pokok dan Fungsi Korps Musik Pemerintah Kota
Probolinggo yang semula menjadi Tugas Pokok dan Fungsi
pada Satuan Polisi Pamong Praja , dialihkan menjadi Tugas
Pokok dan Fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Bakesbangpol) dan diikuti pula dengan kebijakan dalam
penganggarannya untuk membiayai program dan/atau
kegiatan guna mendukung Tugas Pokok dan Fungsi
sebagaimana dimaksud ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf c rumusan kebijakan tersebut telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 Juncto Peraturan Walikota Probolinggo Nomor
127 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sehingga tanpa
mengesampingkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu adanya penegasan mengenai Tugas
dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan  Politik

(Bakesbangpol);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(2]



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012
Nomor 30);

10.Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016
Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGASAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SETELAH
DITETAPKANNYA PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
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Pasal 1
Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, Tugas Pokok dan Fungsi yang berkaitan
dengan Program dan/atau Kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Probolinggo yang
semula menjadi Tugas Pokok dan Fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja,
dialihkan dan menjadi Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik (Bakesbangpol).

Pasal 2
Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh
Bidang Kewaspadaan dan Integrasi Bangsa pada Subbidang Ketahanan, Wawasan

Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.

Pasal 3

Selain Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bidang

Kewaspadaan dan Integrasi Bangsa pada Subbidang Ketahanan, Wawasan

Kebangsaan dan Pembauran Bangsa, juga melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi

sebagai berikut :

a. hal yang berkaitan dengan teknis kegiatan upacara, meliputi persiapan dan
pelaksanaan upacara serta pengoordinasian dan kerjasama pelibatan unsur-
unsur/pihak-pihak terkait dalam wupaya peningkatan kompetensi petugas
upacara; dan

b. hal yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan keterampilan Korps

Musik Pemerintah Kota Probolinggo melalui pelatihan dan regenerasi anggota.

Pasal 4
Peraturan Walikota 1ini ditetapkan beserta segala akibat hukum yang

ditimbulkannya.

Pasal 5
Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku,
diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan Ilain

dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 11 ayat (1) hurufi
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja dihapus.
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Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

7

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014
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